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Abstrak
 

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri kerap medapatkan perlakuan kasar, pengusiran, perkosaan, gaji

tidak dibayar, bahkan penyiksaan fisik, hal ini mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap TKI

di .luar negeri, padahal TKI memberikan pemasukan bagi negara berupa devisa. Pengalihan risiko atas

kejadian buruk yang menimpa TKI baik selama pra dan purna penempatan maupun di luar negeri dapat

dialihkan ke Perusahaan Asuransi. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah menunjuk konsorsium asuransi

sebagai bentuk pelayanan dan perlindungan hukum bagi para Till. Pokok permasalahan yang diteliti dalam

tesis ini adalah tata cara dan prosedur penunjukkan Konsorsium Asuransi TKI apakah bertentangan atau

tidak dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat (UUPU), apakah polis Asuransi TKI sudah memberikan jaminan dan perlindungan yang

memadai bagi TKI, bagaimana proses pelaksanaan penutupan dan penyelesaian klaim Asuransi TKI,

masalah hukum apa saja yang timbul dalam pelaksanaan Asuransi TKI dan bagaimana penyelesaiannya.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif

yang bersifat deskriptif dengan analisa data secara kualitatif. Dari pembahasan pokok permasalahan dapat

disimpulkan bahwa tata cara dan prosedur penunjukan konsorsium Asuransi TKI tidak bertentangan dengan

UUPU. Dari jenis risiko yang dijamin asuransi TKI telah memberikan jaminan yang memadai akan tetapi

nilai pertanggungannya masih perlu ditingkatkan. Dalam pelaksanaan penutupan dan proses klaim yang

dikoordinir oleh broker asuransi atau PJTKI masih timbul permasalahan hukum dimana harga premi dinilai

tidak sesuai dengan peraturan perasuransian dan masih ada TKI yang tidak dilindungi asuransi karena

kelalaian pihak PJTKI atau statusnya yang dikategorikan sebagai.illegal.

......

Frequently, Indonesia Workers (TKI) at abroad always have violence treatment, expulsion, rape, unpaid

salary, or even physical torturing, it reflects the weakness of legal protection for TKI at abroad, in deed, they

had produced foreign exchange for the country. Risk transference to anticipate a bad events of TKI either

pre employment to their engagement at abroad may be turned to Insurance Company. To implement it, the

government had appointed insurance consortium as service and legal' protection for TKI. The main point

researched in this thesis is whether or not the appointment procedure of TKI Insurance Consortium

contradicted with Laws No.5 year 1999 on both Prohibited monopoly practice and unhealthy business

competition (UUPU), and had insurance policy of TKI given service and adequate protection for them, how

is implementation process of covering and settling TM's

 

Insurance claim, whatever legal aspect will arise in implementing TKI Insurance and how to solve it. The

research method used in this thesis is normative juridical research method in descriptive nature by analysing

data qualitatively. Based on those problems,. it may be drawn conclusion that procedure of appointing TKI

Insurance consortium is not contradicted with UUPU. From insured risk specification the TKI' s insurance
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had given adequate insurance, but, it should be increased more. To implement coverage and claim process

coordinated by insurance broker so called PJTKI (Indonesia Workers Recruitment Company) still remain

problems in which premium price having been valued is not suitable to insurance regulation and there are

some TKI had not been protection/insured as result of PJTKI's negligence or its status categorized as illegal.


